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ISALINAN I

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 1 o4lPP.o a.2-Kpt / 32t8 | Kab I xr I 2o2o

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANG GOTA KELO MPOK PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA BOJONG KECAMATAN PARIGI

KAE}UPATEN PANGANDARAN DALAM PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2OL7, yang menyatakan anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan

diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten / Kota;

b.bahwa...
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa

Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

dalam PenyelenggaraErn Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL2 Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5363);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Pembahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, da.rt dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

20 15 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen . .

Mengingat
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Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2Ol7tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 1a98);

4. Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 15 Tahun

2OL9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 905)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2O2O tentang Pembahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor l5 Tahun 2OLg tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2020...
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2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2Ol9

{COVID-L9\ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam CoronaVirus Disease 2Ol9 (COWD19) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1O68);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66lPP.O6.a /Kpt/03 IIdPU llll 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

47 6 I PP.O+.2-Kpt I O I I KPU I X I 2O2O tentang Pembahan

Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.a lKpt/03 ll<PU llU 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wati Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 /PL.01 .S-Kpt/ KPU-

Kab/}(l2ol9 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program
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Program dan Jadwal Penyelenggara€rn Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor 35. 1 / PP.O 1. 2-Kpt I 32LB I Kab lVl / 2O2O tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-

Kpt/KPU -Kab /X/2Ot9 tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandar€rn Tahun

2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 | PL.O2-Kpt / 321 8 / Kab /VI I 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Desa Bojong Kecamatan Parigl

Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

8

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA KELO MPO K PEI\TYELENG GARA

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONG KECAMATAN

PARIGI KABUPATEN PANGANDARAI{ DALAM

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Menetapkan dan mengang[at Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojong

Kecamatan Parig Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang menrpakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA. . .
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Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O di tingkat Tempat Pemungutan

Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana

Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangand axarl Tahun 2O2O.

Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

selamal (satu) bulan, terhihrng sejak tanggal 24 November

2O2O sampai dengan 23 Desember 2O2O.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 November 2O2O

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONG,

SUJANA EFENDI

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARI.AT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
Sub 'f*Hukum,

rv q
\l

Kamal

tl,,
o
6
?.

s/
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 1 04/ PP.o a.Z-Kpt | 32LB / Kab / xt | 2o2o

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

KELOMPOK PEI\TYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DI DESA BOJONG KECAMATAN PARIGI

KABUPATEN PANGANDARAN DAI,AM

PEI\TYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

ANGGOTA KELOMPOK PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA BOJONG KECAMATAN PARIGI

KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO NAMA L\P ALAMAT

1 DEDI ERMAWAN L
DUSUN KARANGNANGKA

RT 04 RW 02 DESA BOJONG

2 ADANG JAELANI L
DUSUN KARANGNANGKA

RT 03 RW 02 DESA BOJONG

3 YULI YULANTI P
DUSUN KARANGNANGKA

RT 01 RW 02 DESA BOJONG

4 ABDUL LATIP L
DUSUN KARANGNANGKA

RT 03 RW 02 DESA BOJONG

5 KHAMAL HARTADI L
DUSUN I(ARANGNANGKA

RT 02 RW 02 DESA BOJONG

6 RINA NURAENA, S.Pd P
DUSUN KARANGNANGKA

RT 02 RW 02 DESA BOJONG

7 IKA DEWI KOSASIH, S.Pd P
DUSUN KARANGNANGKA

RT 03 RW 01 DESA BOJONG
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B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L\P ALAMAT

1 DEA FRIDA MEISYA P
DUSUN SUKASARI RT 03

RW 03 DESA BOJONG

2 ELAN ZAELANI L
DUSUN SUKASARI RT 04

RW 03 DESA BOJONG

3 ISWATI
DUSUN SUKASARI RT 03

RW 03 DESA BOJONG

4 ISEP MUSTOPA, M.Pd L
DUSUN SUKASARI RT 03

RW 03 DESA BOJONG

5 TIFFANI SANTOSO PUTRI P

DUSUN

KARANGNANGKA RT 05

RW 02 DESA BOJONG

6 SITI SAOMIAH P
DUSUN SUKASARI RT 03

RW 03 DESA BOJONG

7 ASEP WILDAN KHAERUMAN L
DUSUN SUKASARI RT 03

RW 03 DESA BOJONG

No. NAMA L\P ALAMAT

1 MELA RAHAYU P

DUSUN SUKAMANAH

RT 05 RW 05

DESA BOJONG

2 MS ABDUL AZTZ L

DUSUN SUKAMANAH

RT 02 RW 05

DESA BOJONG

3 SHAPRUDIN L
DUSUN SUKASARI RT 04

RW 04 DESA BOJONG

+ YUDI ISHAQ L
DUSUN SUKASARI RT 02

RW 04 DESA BOJONG

5 SONI SONJAYA L
DUSUN SUKASARI RT 03
RW 04 DESA BOJONG

6 NANDI SUPRIATNA L
DUSUN SUKAMANAH
RT 04 RW 05 DESA
BOJONG

7 NUR AZIZAH P
DUSUN SUKASARI RT 04

P
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RW 04 DESA BOJONG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L\P ALAMAT

1 KIKI RIZKI L

DUSUN SUKAMANAH

RT 02 RW 06

DESA BOJONG

2 RINA HERYANI P

DUSUN SUKAMANAH

RT 03 RW 06

DESA BOJONG

3 ADI HERYADI L

DUSUN SUKAMANAH

RT 03 RW 06

DESA BOJONG

4 IWAN IRNAWAN L

DUSUN SUKAMANAH

RT 02 RW 06

DESA BOJONG

5 LLA MALIHASANI, A.Ma. P

DUSUN SUKAMANAH

RT 01 RW 06

DESA BOJONG

6 YOPI NURFITRI L

DUSUN SUKAMANAH

RT 01 RW 06

DESA BOJONG

7 HENDRI L

DUSUN SUKAMANAH

RT 04 RW 06

DESA BOJONG

No NAMA L\P ALAMAT

1
ROBI SUKMA WIBAWA

KAMAL, S. Pd.I
L

DUSUN BOJONG RT 05

RW 08 DESA BOJONG

2 DINDA YUSKA ISMAIL L
DUSUN BANTARSARI RT 03

RW 09 DESA BOJONG

3 NUKE TITA SILVI.A P
DUSUN BANTARSARI RT 02

RW 09 DESA BOJONG

4 SUKRIA L
DUSUN BANTARSARI RT 03

RW 10 DESA BOJONG
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F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARI.AT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
b

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 23 November 2O2O

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BOJONG,

ttd.
o.

\-

5 ILMAN YUDISTRIAWAB, S.Pd. L
DUSUN BANTARSARI RT 02

RW 10 DESA BOJONG

6 TANTI RIANTI P
DUSUN BANTARSARI RT 03

RW 09 DESA BOJONG

7 DESI PATMAWATI, A.Md.Pd. P
DUSUN BANTARSARI RT 02

RW 09 DESA BOJONG

No. NAMA L\P ALAMAT

1 HENDAR KISWANTO L
DUSUN BOJONG RT 03

RW 08 DESA BOJONG

2 EROS ROSITA, S.Pd.I. P
DUSUN BOJONG RT 04

RW 08 DESA BOJONG

3 HERI SUPRIATNA L
DUSUN BOJONG RT 04

RW 07 DESA BOJONG

4 RESTU SONJAYA L
DUSUN BOJONG RT 01

RW 08 DESA BOJONG

5 TATI NURHAYAT P
DUSUN BOJONG RT 04

RW 07 DESA BOJONG

6. ANGGA RIZKIAWAN L
DUSUN BOJONG RT 05

RW 08 DESA BOJONG

7 FARID ADI SUTASLAN L
DUSUN BOJONG RT 05

RW 08 DESA BOJONG

.o

SUJANA EFENDI

/t
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